
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 286 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai

badan  publik  wajib  menyediakan,  memberikan

dan/atau  menerbitkan  Daftar  Informasi  Publik

yang  berada  di  bawah  kewenangannya  kepada

pemohon  Informasi  Publik,  selain  informasi  yang

dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

17 dan Pasal 18 Peraturan Ombudsman Nomor 46

Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Informasi  dan

Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia,  perlu  menetapkan  informasi  yang

dikecualikan;

c. bahwa  berdasarkan  hasil  pengujian  konsekuensi

atas informasi  publik di  lingkungan Ombudsman,

perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan

dalam Keputusan Ketua  Ombudsman  Nomor  245

Tahun  2021  tentang  Klasifikasi  Informasi  yang

Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia; 

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud  dalam huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,

perlu  menetapkan  Keputusan  Ketua  Ombudsman

tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di

Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4846);

2. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  139,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4899);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang

Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor  99,  Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019

tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi

Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2019 Nomor 185);

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat  Jenderal  Ombudsman  Republik

Indonesia,  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  20

Tahun  2009  tentang  Sekretariat  Jenderal

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 182);
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8. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data

Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

9. Peraturan  Ombudsman  Nomor  43  Tahun  2020

tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada

Keasistenan  Ombudsman  Republik  Indonesia

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020

Nomor 644);

10. Peraturan  Ombudsman  Nomor  46  Tahun  2020

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020

Nomor 1283);

11. Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi  Publik (Berita

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor

741);

12. Peraturan  Ombudsman  Nomor  53  Tahun  2021

tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan

Ombudsman  Republik  Indonesia  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor

5 Tahun 2020 tentang Organisasi  dan Tata Kerja

Sekretariat  Jenderal  Ombudsman  Republik

Indonesia;

Memperhatikan : 1. Lembar  Pengujian  Konsekuensi  Nomor  1  Tahun

2021 Tanggal 15 Juni 2021;

2. Lembar  Pengujian  Konsekuensi  Nomor  2  Tahun

2021 Tanggal 16 Juni 2021;

3. Lembar  Pengujian  Konsekuensi  Nomor  3  Tahun

2021 Tanggal 17 Juni 2021;

4. Lembar  Pengujian  Konsekuensi  Nomor  4  Tahun

2021 Tanggal 18 Juni 2021;

5. Lembar  Pengujian  Konsekuensi  Nomor  5 Tahun

2021 Tanggal 27 Agustus 2021;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  KETUA  OMBUDSMAN  TENTANG

KLASIFIKASI  INFORMASI  YANG  DIKECUALIKAN  DI

LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi  Informasi yang Dikecualikan di

Lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang

selanjutnya  disebut  Klasifikasi  Informasi  yang

Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

Keputusan Ketua Ombudsman ini.

KEDUA : Penyusunan  Klasifikasi  Informasi  yang  Dikecualikan

sebagaimana  dimaksud  dalam  DIKTUM  KESATU

dilaksanakan dengan memperhatikan Lembar Pengujian

Konsekuensi terhadap jenis Informasi yang ada di setiap

unit  kerja  di  lingkungan  Ombudsman  Republik

Indonesia.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran  II

yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

Keputusan Ketua Ombudsman ini.

KEEMPAT : Pada  saat  Keputusan  Ketua  Ombudsman  ini  mulai

berlaku,  Keputusan  Ketua  Ombudsman  Nomor  245

Tahun  2021  tentang  Klasifikasi  Informasi  yang

Dikecualikan  di  Lingkungan  Ombudsman  Republik

Indonesia  Tahun  2021  dicabut  dan  dinyatakan  tidak

berlaku.
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KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini  mulai  berlaku pada

tanggal  ditetapkan dan  apabila  di  kemudian  hari

terdapat  kekeliruan  akan  dilakukan  perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2021    

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

               #

MOKHAMMAD NAJIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 286 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI  INFORMASI  YANG

DIKECUALIKAN 

DI  LINGKUNGAN  OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. BIRO  ADMINISTRASI  PENGAWASAN  PENYELENGGARAAN  PELAYANAN

PUBLIK

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Dokumen Arsip Laporan Masyarakat (Map Kuning).

2. Data Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat Berdasarkan

Klasifikasi.

B. INSPEKTORAT

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Identitas PNS / Asisten yang melanggar disiplin (kode etik) atau

dijatuhi hukuman disiplin (kode etik).

2. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia

3. Laporan Hasil  Pengawasan  (LHP) seperti  Audit,  Reviu,  Evaluasi,

Pemantauan,  Pengendalian Gratifikasi,  Whistle Blowing System

(WBS), Rincian Data Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)

C. BIRO HUKUM KERJASAMA DAN ORGANISASI

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Telaah Hukum

2. Data pendukung penyusunan peraturan perundang-undangan

3. Draft rancangan peraturan perundang-undangan

4. Advokasi Hukum

5. Dokumen Pemeriksaan Ajudikasi Khusus
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

6. Draft Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (atau dengan

sebutan lainnya)

7. Informasi  lain  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan

lainnya ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan

D. BIRO HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Dokumentasi Teknis Pengembangan Aplikasi

2. Konfigurasi Server

3. Laporan Audit Keamanan Informasi yang berklasifikasi Rahasia

4. Daftar alokasi bandwidth dan penggunaan bandwidth internet

5. Arsitektur dan Topologi Jaringan

6. Berita Acara Insiden Keamanan Informasi

7. Lokasi dan konfigurasi router, firewall dan data center, termasuk

username dan password

8. Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi

9. Laporan Proses,  hasil  monitoring dan evaluasi  penyelenggaraan

sistem jaringan

10. Daftar alamat IP pengguna jaringan

11. Data rekaman CCTV (bersifat terbatas)

E. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Daftar Urut Kepangkatan

2. Daftar Kenaikan Gaji Berkala

3. Daftar Penilaian Pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP)

4. Surat Keputusan Disiplin Pegawai

5. Rekap Besaran Tunjangan Kinerja

6. Rekap Besaran Insentif Kinerja (Asisten)

7. Agenda Khusus Pimpinan

8. Surat Keputusan Mutasi Pegawai

9. Dokumen  pegawai  yang  telah  melaksanakan  pengembangan

kompetensi

10. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

11. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

12. Surat Keputusan Kenaikan Golongan



- 8 -

F. BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Laporan Monitoring Penggunaan Akun

2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR yang dimaksud di sini adalah BAR

Januari sampai dengan November)

3. Memo Penyesuaian (Bagian dari proses rekonsiliasi)

4. Surat Pernyataan Reset BAR

5. Laporan  Keuangan Ombudsman Tahun berkenaan (Semester  I,

Triwulan III, dan Unaudited)

6. Laporan Realisasi Anggaran Ombudsman (Unaudited)

7. Rencana Penarikan Dana (RPD)

8. Laporan Pajak Bulanan (Unaudited)

9. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

10. Laporan Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu (Unaudited)

11. Buku  Kas  Umum  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara

Pengeluaran Pembantu

12. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (per Bulan)

13. Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Ombudsman (per Triwulan)

14. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 

15. Petunjuk  Operasional  Kegiatan  (POK)/Rincian  Kertas  Kerja

Satker 

16. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

17. Reviu Angka Dasar dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(KPJM)

G. KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan (LHPA)

2. Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Teradu

3. Matriks Gelar Aduan (untuk bahan Rapat Pleno)

4. Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Pengaduan Internal

5. Surat Tindak Lanjut Pleno Kepada Teradu

6. Surat Monitoring  hasil tindak lanjut Pleno

7. Surat Penutupan Aduan

8. Surat tindak lanjut Pleno terhadap pengadu
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

9. Surat permintaan data dan informasi ke Pengadu dan Teradu

10. Tanggapan surat permintaan data dan informasi ke Pengadu dan

Teradu

11. Kertas Kerja Validasi

12. Kertas Kerja Klarifikasi

13. Berita Acara Penutupan Pengaduan

H. KEASISTENAN UTAMA PENGADUAN MASYARAKAT

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Isian  Formulir  Penerimaan  Laporan (kecuali kepada Pelapor dan

Kuasanya).

2. Isian  Tanda  Terima  Laporan  (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya)

3. Isian Formulir Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call  Center

137

4. Dokumen  dan  Data  dari  Pelapor  (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya, dalam bentuk salinan)

5. Isian Formulir Verifikasi Syarat Formil Laporan

6. Surat  Permintaan  Kelengkapan  Data  dan  Dokumen  Laporan

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

7. Surat  Pemberitahuan  Pelapor  adalah  Lembaga/Instansi

Pemerintah (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

8. Surat  Pemberitahuan  Laporan  Tidak  Dapat  Ditindaklanjuti/

Notification  Letter  of  Unqualified  Complainant  (kecuali  kepada

Pelapor dan Kuasanya)

9. Berita  Acara  Penutupan  Laporan  Masyarakat  Tidak  Memenuhi

Syarat Formil

10. Ringkasan Hasil Verifikasi Materiil

11. Daftar Laporan Masyarakat Hasil Verifikasi Syarat Materiil

12. Berita  Acara  Rapat  Pleno/Rapat  Perwakilan  Pembahasan  Hasil

Verifikasi Syarat Materiil Laporan Masyarakat

13. Surat Pemberitahuan Penugasan Laporan ke Kantor Perwakilan

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

14. Nota Dinas Penugasan Penyelesaian Laporan ke Perwakilan

15. Surat  Pemberitahuan  Penyerahan  Laporan  ke  Kantor  Pusat

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

16. Nota Dinas Penyerahan Laporan ke Kantor Pusat

17. Surat Pemberitahuan Penyerahan Laporan ke Kantor Perwakilan

Provinsi (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

18. Nota Dinas Penyerahan Laporan ke  Kantor  Perwakilan Provinsi

lain

19. Nomor Agenda Laporan  (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

20. Surat  Pemberitahuan  Laporan  Sedang  Ditindaklanjuti  oleh

Ombudsman RI  (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

21. Surat  Pemberitahuan  Laporan  Telah  Ditindaklanjuti  oleh

Ombudsman RI (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

22. Surat  Pemberitahuan  Substansi  Laporan  Bukan  Wewenang

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

23. Surat  Pemberitahuan Substansi  Laporan Sedang/Telah Menjadi

Objek  Pemeriksaan  Pengadilan  (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya)

24. Berita  Acara  Penutupan  Laporan  Masyarakat  Tidak  Memenuhi

Syarat Materiil

25. Status  Tindak  Lanjut  Laporan  (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya)

26. Surat Pemberitahuan Laporan Sedang Dalam Proses Penyelesaian

Instansi (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

27. Surat  Pemberitahuan  Pelapor  Belum Menyampaikan  Keberatan

Kepada Terlapor (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

28. Surat  Pemberitahuan  Pelapor  Bukan  Korban  Langsung  atau

Kuasa (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

29. Surat  Pemberitahuan  Substansi  Laporan  Lewat  Dari  2  Tahun

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

30. Surat Pemberitahuan Substansi Laporan Bukan Wewenang Dan

Menjadi  Objek Pemeriksaan Pengadilan (kecuali  kepada Pelapor

dan Kuasanya)

31. Surat Pemberitahuan Terlapor Bukan Wewenang (kecuali kepada

Pelapor dan Kuasanya)

32. Isian  Formulir  Konsultasi  Pelayanan  Publik  (kecuali  kepada

Pelapor dan Kuasanya)

33. Nomor Arsip Laporan Pelapor

34. Nomor Token Laporan  (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

35. Formulir Klasifikasi Laporan Masyarakat dan isiannya

I. KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Dokumen Inventarisasi dalam tahap Deteksi

2. Dokumen Indentifikasi dalam tahap Deteksi

3. Dokumen Pemutakhiran dalam tahap Deteksi

4. Laporan Hasil Deteksi 

5. Dokumen Pengumpulan Data dalam Tahap Analisis

6. Dokumen Telaahaan dalam Tahap Analisis

7. Dokumen Saran Perbaikan

8. Laporan Hasil Analisis 

9. Lembar Pendapat Rancangan Laporan Hasil Analisis Perwakilan

10. Berita Acara Koordinasi Tahap Analisis

11. Dokumen Penyampaian Saran

12. Dokumen Monitoring 

13. Notulensi  Pembahasan  Rencana  Tindak  Lanjut  Perlakuan

Pelaksanaan Saran 

14. Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran

15. Berita Acara Pertemuan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Saran

16. Laporan Kegiatan Monitoring Perlakuan Pelaksanaan Saran

17. Berita  Acara  Pertemuan  Kegiatan  Pendampingan  Pelaksanaan

Saran

18. Laporan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Saran

19. Rencana Tindak Lanjut Publikasi Saran

20. Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran

21. Daftar Layanan Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga

22. Rencana Kegiatan Penilaian Kepatuhan Pusat dan Perwakilan

23. Laporan Kegiatan Lokakarya Awal dengan Pusat dan Perwakilan

24. Laporan Kegiatan Pendampingan Kementerian dan Lembaga

25. Laporan Kegiatan Kontrol Kualitas

26. Laporan Hasil Kegiatan Pengambilan Data Penilaian Kepatuhan

Pusat dan Perwakilan

27. Laporan Kegiatan Lokakarya Akhir dengan Pusat dan Perwakilan

28. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

29. Rencana  Kegiatan  Penilaian  Persepsi  Maladministrasi  yang

Dilaksanakan oleh Perwakilan

30. Laporan Kegiatan Lokakarya Awal dengan Perwakilan

31. Laporan Penyusunan Artikel/Info Singkat

32. Laporan Hasil Penelaahan Pengetahuan

33. Daftar Inovasi

34. Laporan Penciptaan dan Pengembangan Inovasi (Terbatas)

J. KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Surat/Nota Dinas Penyerahan Laporan dari Unit Pemeriksaan

2. Kertas  Kerja  Hasil  Telaah  Pengelolaan  Laporan  Akhir  Hasil

Pemeriksaan/LAHP (Isian dan Dokumen)

3. Permintaan  Kelengkapan  dokumen  kepada  Unit  Pemeriksaan

(berupa Nota Dinas, Surat atau Email)

4. Surat  Undangan Koordinasi  Pendahuluan pada tahap Resolusi

dan Monitoring kepada Unit Pemeriksaan

5. Berita  Acara  Koordinasi  pada  tahap  Resolusi  dan  Monitoring

dengan Unit Pemeriksa

6. Laporan  Kegiatan  Permintaan  Keterangan/Lapangan  (Tahap

Resolusi)

7. Berita Acara/Notula Permintaan Keterangan Tahap Resolusi dan

Monitoring dengan Terlapor atau pihak terkait lainnya

8. Berita Acara Rapat Pembahasan Pengelolaan LAHP

9. Telaah Rencana Tindak Lanjut Laporan (Mediasi/Konsiliasi)

10. Rencana  Pelaksanaan  Mediasi  (RPM)/Rencana  Pelaksanaan

Konsiliasi  (RPK)  –  Kecuali  kepada  Pelapor,  Terlapor  atau pihak

terkait lainnya

11. Surat Undangan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi

12. Surat Keputusan Penugasan Mediator/Konsiliator (Kecuali kepada

Pelapor, Terlapor dan pihak terkait lainnya)

13. Berita  Acara  Pra-Mediasi  (BAPM)/  Berita  Acara  Pra-Konsiliasi

(BAPK)  (Kecuali  kepada  Pelapor,  Terlapor  atau  pihak  terkait

lainnya)

14. Surat Kuasa Mediasi/Konsiliasi (Kecuali kepada Pelapor, Terlapor

atau pihak terkait lainnya)
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

15. Berita  Acara  Kesepakatan  Hasil  Mediasi/Konsiliasi  (kecuali

kepada Pelapor, Terlapor dan pihak terkait lainnya)

16. Laporan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi

17. Surat Pelaksanaan Monitoring Mediasi/Konsiliasi

18. Laporan Hasil Monitoring Kesepakatan Mediasi/Konsiliasi

19. Rencana Pelaksanaan Ajudikasi Khusus (RPAK)

20. Surat Keputusan/Surat Tugas Pelaksanaan Ajudikasi Khusus

21. Surat Undangan Pelaksanaan Ajudikasi Khusus

22. Surat Kuasa Mewakili Proses Ajudikasi Khusus

23. Putusan Ajudikasi Khusus 

24. Laporan Pelaksanaan Ajudikasi Khusus

25. Surat Pelaksanaan Monitoring Putusan Ajudikasi Khusus

26. Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Putusan Ajudikasi khusus

27. Pemberitahuan  Dimulainya  Penyusunan  Rekomendasi  (berupa

Nota Dinas)

28. Permohonan Reviu atas Rekomendasi  kepada Pimpinan (berupa

Nota Dinas)

29. Lembar Reviu Pimpinan atas Draf Rekomendasi

30. Permintaan  Reviu  atas  Rekomendasi  kepada  Unit  Manajemen

Mutu

31. Lembar Reviu Unit Manajemen Mutu atas Draf Awal Rekomendasi

32. Pengusulan Rapat Pleno Persetujuan Rekomendasi

33. Keputusan Rapat Pleno Persetujuan Rekomendasi

34. Penyampaian Konsep Final Rekomendasi

35. Ringkasan Rekomendasi

36. Permohonan  Penandatanganan  Rekomendasi  dan  Ringkasan

Rekomendasi (berupa Nota Dinas)

37. Surat Pendaftaran Rekomendasi pada Berita Negara RI

38. Surat  Kunjungan/Pemeriksaan  Lapangan  Tahap  Penyusunan/

Monitoring Rekomendasi

39. Berita  Acara  Permintaan  Keterangan  Ahli  (Narasumber) pada

Tahap Rekomendasi

40. Berita Acara Penyampaian Rekomendasi

41. Lembar Pelaporan Pelaksanaan Rekomendasi

42. Surat Penyampaian Rekomendasi Ombudsman

43. Surat Penugasan Monitoring Rekomendasi kepada Perwakilan
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

44. Surat  Penyampaian  Hasil  Monitoring  Rekomendasi  dari

Perwakilan

45. Lembar Kerja Informasi Pelaksanaan Rekomendasi

46. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Monitoring

Pelaksanaan 

47. Surat  Permintaan  Keterangan  Monitoring  Pelaksanaan

Rekomendasi

48. Surat Kunjungan  Tahap Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi

49. Berita  Acara/Notula  Permintaan  Keterangan  Monitoring

Pelaksanaan Rekomendasi

50. Laporan  Akhir  Hasil  Monitoring  (LAHM)  Pelaksanaan

Rekomendasi  Ombudsman  yang  berisikan  data  pribadi

Pelapor/Pihak Terkait atau terdapat Permintaan dirahasiakan

51. Bahan Publikasi mengenai Terlapor dan Atasan Terlapor

52. Permintaan Pelaksanaan Publikasi (berupa Nota Dinas)

53. Surat  Pelaporan  Presiden/Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Publikasi,

dan Usulan Sanksi (Kecuali kepada pelapor, terlapor and pihak

terkait lainnya)

54. Memorandum/Nota  Dinas  Kepala  Keasistenan  Utama  Resolusi

dan Monitoring (Terkait Penyelesaian Laporan Tahap Resolusi)

55. Foto/Video/Rekaman Suara dalam tahap Resolusi dan Monitoring

56. Surat  undangan  permintaan  keterangan  tahap  Resolusi  dan

Monitoring kepada Terlapor, Pelapor atau pihak terkait lainnya

57. Surat  Instansi  Terlapor  dan  pihak  terkait  lainnya  berupa

tanggapan dan/atau Pelaksanaan Hasil Kesepakatan

58. Surat  Pemberitahuan  Penutupan  Laporan  Tahap  Resolusi  dan

Monitoring

K. KEASISTENAN UTAMA SUBSTANSI I-VII

NO. JENIS / NAMA INFORMASI

1. Surat Dimulainya Pemeriksaan (kepada pelapor)

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen

3. Surat Permintaan Data

4. Permintaan Penjelasan Secara Langsung (kepada pelapor, terlapor

dan pihak-pihak terkait penyelesaian laporan)

5. Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Tertulis I
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

6. Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Tertulis II

7. Surat Permintaan Penjelasaan /Klarifikasi Lanjutan

8. Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi Langsung

9. Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan/Klarifikasi

10. Berita  Acara  Penolakan  Penandatanganan  Berita  Acara

Pemeriksaan

11. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan

Pemeriksaan

12. Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli/Penerjemah

13. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi

14. Berita Acara Gelar Laporan untuk Pemeriksaan Lapangan

15. Kerangka Acuan Pemeriksaan Lapangan

16. Kertas Kerja Pemeriksaan Lapangan

17. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (Investigasi lapangan)

18. Surat Panggilan I (Pertama)

19. Surat Panggilan II (Kedua)

20. Surat panggilan III (Ketiga)

21. Surat Permintaan Bantuan Penghadiran Paksa

22. Berita Acara Penghadiran Paksa

23. Berita Acara Penolakan Penghadiran Paksa

24. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan

Penghadiran paksa

25. Usulan Konsiliasi

26. Berita Acara Konsiliasi

27. Surat Monitoring Konsiliasi

28. Penyampaian Perkembangan Pemeriksaan

29. LAHP

30. Surat  Undangan  Penyerahan  LAHP  (kepada  Terlapor  jika

ditemukan Maladministrasi)

31. Surat  Pengantar  Penyampaian  LAHP  (kepada  Terlapor  jika

ditemukan maladministrasi)

32. Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Laporan  yang  telah  terbit

LAHP (kepada Terlapor)

33. Surat Monitoring LAHP (monitoring dalam bentuk surat tertulis)

34. Surat Monitoring LAHP (monitoring melalui pertemuan)

35. Nota Dinas Pengantar Penyerahan Laporan kepada Tim Resmon
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NO. JENIS / NAMA INFORMASI

36. Surat Penghentian Pemeriksaan

37. Surat Penutupan Laporan

38. Surat  Permintaan  Tanggapan  kepada  Pelapor  sebelum

Diterbitkannya LAHP

39. Dokumen  yang  diperoleh  Ombudsman  RI  pada  saat  proses

pemeriksaan baik  dari  Pelapor,  Terlapor  ataupun pihak  terkait

(termasuk rekaman suara, video dan foto)

40. Tanggapan dari Pelapor sebelum Diterbitkannya LAHP

41. Notulensi terkait Pemeriksaan

L. KANTOR PERWAKILAN

NO. Jenis / Nama Informasi

1. Isian Formulir Penerimaan Laporan

2. Isian Tanda Terima Laporan

3. Isian Formulir Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call  Center

137

4. Dokumen dan Data  Pendukung  dari  Pelapor  sebagai  Lampiran

Formulir Penerimaan Laporan (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya, dalam bentuk salinan)

5. Isian Formulir Verifikasi Syarat Formil Laporan

6. Surat Permintaan Upaya dan Kelengkapan Data (kecuali kepada

Pelapor dan Kuasanya)

7. Surat  Permintaan  Kelengkapan  Data  dan  Dokumen  Laporan

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

8. Surat  Pemberitahuan  Pelapor  adalah  Lembaga/Instansi

Pemerintahan (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

9. Surat  Permintaan  Laporan  Tidak  Dapat  Ditindaklanjuti/

Notification  Letter  Of  Unqualified  Complainant (kecuali  kepada

Pelapor dan Kuasanya)

10. Ringkasan  Hasil Verifikasi Materiil

11. Daftar Laporan Masyarakat Hasil Verifikasi Syarat Materiil

12. Berita  Acara  Rapat  Pleno/Rapat  Perwakilan  Pembahasan  Hasil

Verifikasi Syarat Materiil Laporan Masyarakat

13. Surat Pemberitahuan Penugasan Laporan ke Kantor Perwakilan

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)  

14. Nota Dinas Penugasan Penyelesaian Laporan ke Perwakilan
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NO. Jenis / Nama Informasi

15. Berita Acara Penugasan Penyelesaian Laporan Masyarakat kepada

Perwakilan Ombudsman RI

16. Surat  Pemberitahuan  Penyerahan  Laporan  Ke  Kantor  Pusat

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

17. Surat Pengantar Penyerahan Penyelesaian Laporan Masyarakat Ke

Kantor Pusat

18. Surat Pemberitahuan Penyerahan Laporan Ke Kantor Perwakilan

Provinsi (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

19. Surat Pengantar Penyerahan Laporan Masyarakat

20. Nomor Registrasi Dan Nomor Token Laporan Masyarakat (kecuali

kepada Pelapor dan Kuasanya)

21. Surat Pemberitahuan Laporan Sedang/Telah Ditindaklanjuti Oleh

Ombudsman RI (kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

22. Surat  Pemberitahuan  Substansi  Laporan  Bukan  Wewenang

(kecuali kepada Pelapor dan Kuasanya)

23. Surat  Pemberitahuan Substansi  Laporan Sedang/Telah Menjadi

Objek  Pemeriksaan  Pengadilan (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya)

24. Status  Tindak  Lanjut  Laporan (kecuali  kepada  Pelapor  dan

Kuasanya)

25. Berita  Acara  Penyerahan  Laporan  Masyarakat  dari  Perwakilan

Ombudsman  RI  kepada  Perwakilan  Ombudsman  RI (kecuali

kepada Pelapor dan Kuasanya)

26. Surat Dimulainya Pemeriksaan (kepada pelapor)

27. Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen

28. Surat Permintaan Data

29. Permintaan Penjelasan Secara Langsung (kepada pelapor, terlapor

dan pihak-pihak terkait penyelesaian laporan)

30. Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Tertulis I

31. Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Tertulis II

32. Surat Permintaan Penjelasaan Lanjutan

33. Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi Langsung

34. Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan/Klarifikasi

35. Berita  Acara Penolakan  Penandatanganan  Berita  Acara

Pemeriksaan

36. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan
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NO. Jenis / Nama Informasi

Pemeriksaan

37. Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli/Penerjemah

38. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi

39. Berita Acara Gelar Laporan Untuk Pemeriksaan Lapangan Setelah

Kedua

40. Kerangka Acuan Pemeriksaan Lapangan

41. Kertas Kerja Pemeriksaan Lapangan

42. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (Investigasi Lapangan)

43. Surat Panggilan I (Pertama)

44. Surat Panggilan II (Kedua)

45. Surat Panggilan III (Ketiga)

46. Surat Permintaan Bantuan Penghadiran Paksa

47. Berita Acara Penghadiran Paksa

48. Berita Acara Penolakan Penghadiran Paksa

49. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan

Penghadiran Paksa

50. Usulan Konsiliasi

51. Berita Acara Konsiliasi

52. Surat Monitoring Konsiliasi

53. Penyampaian Perkembangan Pemeriksaan 

54. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

55. Surat  Pengantar  Penyampaian  LAHP  (Kepada  Terlapor jika

Ditemukan Maladministrasi)

56. Surat Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang Telah Terbit

LAHP (Kepada Terlapor)

57. Surat Monitoring LAHP (Monitoring dalam bentuk surat tertulis)

58. Surat Monitoring LAHP (Monitoring melalui pertemuan)

59. Nota Dinas Pengantar Penyerahan Laporan kepada Tim Resolusi

dan Monitoring

60. Surat Penghentian Pemeriksaan

61. Data  Elektronik  Pemeriksaan  Berupa  Dokumentasi  Investigasi

(Rekaman Video Dan Suara Serta Foto)

62. Nota  Dinas  Penyampaian  LAHP  kepada  Tim Resolusi  Dan

Monitoring

63. Dokumen  Penanganan  Agenda  Laporan  Melalui  Mekanisme

Respon Cepat Ombudsman
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NO. Jenis / Nama Informasi

64. Kerangka Acuan Kerja Rapid Assesment dan Systemic Review

65. Penilaian Kinerja Pegawai Asisten

66. Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Sasaran Kinerja

Pegawai)

67. Data  Surat  Tugas  dan  SPD  (Terkait  Pemeriksaan  Laporan

Masyarakat)

68. Data Kegiatan Rapat Internal

69. Formulir Penilaian Magang Mahasiswa

70. Notula Rapat Bedah Laporan 

71. Notula Rapat Permintaan Keterangan Pihak Terlapor, Pelapor, dan

Pihak Terkait

72. Dokumen  yang  diperoleh  Ombudsman  RI  pada  saat  Proses

Pemeriksaan, baik dari Pelapor, Terlapor ataupun Pihak Terkait

73. Berita  Acara  Penutupan  Laporan  Masyarakat  Tidak  Memenuhi

Syarat Formil

74. Berita  Acara  Penutupan  Laporan  Masyarakat  Tidak  Memenuhi

Syarat Materiil

75. Surat Undangan Penyerahan LAHP (kepada Terlapor ditemukan

maladministrasi)

76. Surat Penutupan Laporan

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MOKHAMMAD NAJIH 



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 286 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 1 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl.HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, 12920

Telp. (021) 2251 3737, Faks. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu melalui melalui video conference telah

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:



- 21 -

No

Jenis Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

1 Arsip Laporan 

Masyarakat

(Map Kuning)

UU  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 17

huruf i memorandum atau surat-surat

antar  Badan Publik  atau intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan  kecuali  atas  putusan

Komisi Informasi atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia:

Pasal 3

Ombudsman dalam menjalankan tugas

dan  wewenangnya  berasaskan   huruf

h kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1)  UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman  dalam

melakukan pemeriksaan wajib menjaga

kerahasiaan, kecuali demi kepentingan

umum.

Ayat  (2)  Kewajiban  menjaga

kerahasiaan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  tidak  gugur  setelah

Ombudsman  berhenti  atau

diberhentikan dari jabatannya.

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

2 Data  Monitoring

Penyelesaian

Laporan

Masyarakat

Berdasarkan

Klasifikasi

UU  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 17

huruf i memorandum atau surat-surat

antar  Badan Publik  atau intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan  kecuali  atas  putusan

Komisi Informasi atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia:

Pasal 3

Ombudsman dalam menjalankan tugas

dan  wewenangnya  berasaskan   huruf

h kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman  dalam

melakukan pemeriksaan wajib menjaga

kerahasiaan, kecuali demi kepentingan

umum.

Ayat  (2)  Kewajiban  menjaga

kerahasiaan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  tidak  gugur  setelah

Ombudsman  berhenti  atau

diberhentikan dari jabatannya..

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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No

Jenis Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

INSPEKTORAT

1 Identitas  PNS/

Asisten  yang

melanggar

disiplin  (kode

etik)  atau

dijatuhi

hukuman

disiplin  (kode

etik)

UU  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 17

huruf  h Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu angka  4 hasil-

hasil  evaluasi  sehubungan  dengan

kapabilitas,  intelektualitas,  dan

rekomendasi  kemampuan  seseorang

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/  atau

memperoleh  dan/  atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

Sampai

diumumkan

secara

terbatas

berdasarkan

Pasal 35 Ayat

(4) Peraturan

Ombudsman

No. 40 Tahun

2019 Tentang

Kode Etik dan

Kode Perilaku

Insan

Ombudsman
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pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

2 Arsip dinamis 

yang menurut 

sifatnya rahasia

UU  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 17

huruf  i memorandum atau surat-surat

antar  Badan Publik  atau intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan  kecuali  atas  putusan

Komisi Informasi atau pengadilan

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman dalam menjalankan tugas

dan  wewenangnya  berasaskan   huruf

h kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman  dalam

melakukan pemeriksaan wajib menjaga

kerahasiaan, kecuali demi kepentingan

umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/  atau

memperoleh  dan/  atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat  (2) Kewajiban  menjaga

kerahasiaan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  tidak  gugur  setelah

Ombudsman  berhenti  atau

diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

3 Laporan  Hasil

Pengawasan

(LHP)  seperti

Audit,  Reviu,

Evaluasi,

Pemantauan,

Pengendalian

Gratifikasi,

Whistle  Blowing

System (WBS),

Rincian  Data

Laporan  Harta

Kekayaan  ASN

(LHKASN)

UU  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf  h Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu angka  4  hasil-

hasil  evaluasi  sehubungan  dengan

kapabilitas,  intelektualitas,  dan

rekomendasi kemampuan seseorang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman dalam menjalankan tugas

dan  wewenangnya  berasaskan   huruf

h kerahasiaan.

Informasi

yang  dapat

mengungkap

rahasia

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/  atau

memperoleh  dan/  atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

Sesuai Jadwal

retensi arsip



- 27 -

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman  dalam

melakukan pemeriksaan wajib menjaga

kerahasiaan, kecuali demi kepentingan

umum.

Ayat (2) Kewajiban  menjaga

kerahasiaan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  tidak  gugur  setelah

Ombudsman  berhenti  atau

diberhentikan dari jabatannya.

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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No

Jenis Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

BIRO HUKUM KERJASAMA DAN ORGANISASI

1 Telaah Hukum UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 17 

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

2 Data 

pendukung 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

3 Draft 

rancangan 

peraturan 

perundang-

undangan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   i  memorandum atau surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sampai

disahkan dan

dipublikasikan
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

4 Informasi lain 

yang menurut 

peraturan 

perundang-

undangan 

lainnya 

ditetapkan 

sebagai 

informasi yang

dikecualikan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang:

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

5 Advokasi 

Hukum

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 

huruf  h Informasi Publik yang apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang huruf  j informasi

yang  tidak  boleh  diungkapkan

berdasarkan Undang-Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

6 Dokumen 

Pemeriksaan 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54 Ayat  (1)UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai Pasal

24 ayat (2)

Peraturan

Ombudsman

No. 31 Tahun

2018 tentang

Mekanisme

dan Tata Cara

Ajudikasi

Khusus
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

7 Draft Nota 

Kesepahaman 

dan Perjanjian 

Kerja Sama 

(atau dengan 

sebutan 

lainnya)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   i  memorandum atau surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap Orang yang dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi

yang  dikecualikan

sebagaimana diatur dalam

pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g,

huruf  h,  huruf  i,  dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sampai

disahkan dan

dipublikasikan
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

pidana  penjara  paling

lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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B. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 2 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl.HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, 12920

Telp. (021) 2251 3737, Faks. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 2 TAHUN 2021

Pada hari ini,  Rabu tanggal  enam belas  bulan  enam tahun dua ribu dua puluh satu  melalui melalui  video conference  telah

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:
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No

Jenis

Klasifikasi

Informasi

yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka

Waktu
Dibuka Ditutup

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Dokumentasi 

Teknis 

Pengembangan

Aplikasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik :

Pasal 17

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

2. Konfigurasi

Server

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

3. Laporan  Audit

Keamanan

Informasi yang

berklasifikasi

Rahasia

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang:

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

4. Daftar  alokasi

bandwidth dan

penggunaan

bandwidth

internet

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

5. Arsitektur  dan

Topologi

Jaringan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

6. Berita Acara 

Insiden 

Keamanan 

Informasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).



- 51 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

7. Lokasi dan 

konfigurasi 

router, firewall

dan data 

center, 

termasuk 

username dan 

password

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

8. Data dan 

informasi 

terkait dengan 

keamanan 

sistem 

informasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

9. Laporan 

Proses, hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

penyelenggara

an sistem 

jaringan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).



- 57 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

10. Daftar alamat 

IP pengguna 

jaringan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).



- 59 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

11. Data rekaman 

CCTV (bersifat 

terbatas)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf   b  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak  atas

kekayaan  intelektual  dan  perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1)UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik  yang disusun  menjadi karya

intelektual,  situs   internet,  dan

karyaintelektual  yang  ada  di  dalamnya

dilindungi   sebagai   Hak  Kekayaan

Intelektual    berdasarkan    ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan

dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,

dan sastra, terdiri atas huruf  p kompilasi

Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format

yang  dapat  dibaca  dengan  Program

Komputer  maupun  media  lainnya  dan

huruf s Program Komputer.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.



- 62 -

No

Jenis

Klasifikasi

Informasi

yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi
Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik

Jangka

Waktu

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

1. Daftar Urut 

Kepangkatan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu  angka  5  catatan

yang menyangkut pribadi seseorang yang

berkaitan  dengan  kegiatan  satuan

pendidikan formal dan satuan pendidikan

nonformal.

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik:

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

2. Daftar 

Kenaikan Gaji 

Berkala

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu  angka  3  kondisi

keuangan,  aset,  pendapatan,  dan

rekening bank seseorang.

huruf  j informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 64 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

3. Daftar 

Penilaian 

Pegawai (SKP)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 65 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

4. Surat 

Keputusan 

Disiplin 

Pegawai 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 66 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

5. Rekap Besaran

Tunjangan 

Kinerja

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu  angka  3  kondisi

keuangan,  aset,  pendapatan,  dan

rekening bank seseorang.

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

6. Rekap Besaran

Insentif 

Kinerja 

(Asisten)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia  pribadi,  yaitu  angka  3  kondisi

keuangan,  aset,  pendapatan,  dan

rekening bank seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

7. Agenda 

Khusus 

Pimpinan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum. 

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

8. Surat 

Keputusan 

Mutasi 

Pegawai

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

9. Dokumen 

pegawai yang 

telah 

melaksanakan

pengembangan

kompetensi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik 

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 71 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

10. Surat 

Keputusan 

Pengangkatan 

Pegawai

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

11. Surat 

Keputusan 

Kenaikan 

Pangkat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

12. Surat 

Keputusan 

Kenaikan 

Golongan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang dapat 

mengungkap 

rahasia 

pribadi

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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No

Jenis

Klasifikasi

Informasi

yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi
Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka Waktu

KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU

1. LHPA (Laporan

Hasil 

Pemeriksaan 

Aduan) 

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Pasal 24 ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30 

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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2. Berita Acara 

Permintaan 

Klarifikasi 

kepada Teradu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)   UU

No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum. 

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

3. Matriks Gelar 

Aduan (untuk 

bahan Rapat 

Pleno)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)   UU

No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

pasal 24 ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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4. Berita Acara 

Rapat Pleno 

Pembahasan 

Pengaduan 

Internal

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

5. Surat Tindak 

Lanjut Pleno 

Kepada Teradu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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6. Surat 

Monitoring  

hasil tindak 

lanjut Pleno

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

7. Surat 

Penutupan 

Aduan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

pasal 24 Ayat (2)  

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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8. Surat tindak 

lanjut Pleno 

terhadap 

pengadu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang:

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)  

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

9. Surat 

permintaan 

data dan 

informasi ke 

Pengadu dan 

Teradu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang:

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)  

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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10. Tanggapan 

surat 

permintaan 

data dan 

informasi ke 

Pengadu dan 

Teradu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang:

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)  

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

11. Kertas Kerja 

Validasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)  

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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12. Kertas Kerja 

Klarifikasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   h Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi, yaitu angka 4 hasil-hasil

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2) 

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan. 

Pasal 30

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(sepuluh juta rupiah).

13. Berita Acara 

Penutupan 

Pengaduan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf   h  angka  4 hasil-hasil  evaluasi

sehubungan  dengan  kapabilitas,

intelektualitas,  dan  rekomendasi

kemampuan seseorang.

huruf  j informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

Setiap  Orang  yang

dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses

dan/atau  memperoleh

dan/atau  memberikan

informasi  yang

dikecualikan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  No.  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas    dan wewenangnya berasaskan (h)

kerahasiaan. 

Pasal 24 ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

sebagaimana  diatur

dalam  pasal 17 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana

dengan  pidana  penjara

paling  lama  2  (dua)

tahun dan pidana denda

paling  banyak

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).
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C. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 3 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl.HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, 12920

Telp. (021) 2251 3737, Faks. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 3 TAHUN 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan enam tahun dua ribu dua puluh satu melalui melalui video conference telah

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:
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No

Jenis

Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Laporan

Monitoring

Penggunaan

Akun

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik:

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya  dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

ataupengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum. 

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

2 Berita Acara 

Rekonsiliasi 

(BAR yang 

dimaksud di sini

adalah BAR 

Januari sampai 

November)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17 

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman  dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

3 Memo 

Penyesuaian 

(Bagian dari 

proses 

rekonsiliasi)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1)UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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4 Surat 

Pernyataan 

Reset BAR

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan  wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

5 Laporan 

Keuangan 

Ombudsman 

Tahun 

berkenaan 

(Semester I, 

Triwulan III, dan

Unaudited)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

6 Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

Ombudsman 

(Unaudited)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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7 Rencana 

Penarikan Dana 

(RPD)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

8 Laporan Pajak 

Bulanan 

(Unaudited)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

9 Dokumen 

Pertanggung-

jawaban 

Keuangan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3 

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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10 Laporan Saldo 

Rekening 

Bendahara 

Pengeluaran dan

Bendahara 

Pengeluaran 

Pembantu 

(Unaudited)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang. 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

11 Buku Kas 

Umum 

Bendahara 

Pengeluaran dan

Bendahara 

Pengeluaran 

Pembantu

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang. 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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12 Laporan 

Pertanggung-

jawaban 

Bendahara 

Pengeluaran (per

Bulan)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

13 Berita Acara 

Rekonsiliasi 

Rekening 

Ombudsman 

(per Triwulan)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang. 

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

14 Rencana Kerja 

dan Anggaran 

Kementerian/Le

mbaga (RKA 

K/L) 

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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15 Petunjuk 

Operasional 

Kegiatan 

(POK)/Rincian 

Kertas Kerja 

Satker 

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnya dirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

16 Petikan Daftar 

Isian 

Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf i morandum atau surat-surat antar

Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik,

yang  menurut  sifatnyadirahasiakan

kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi

atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

17 Reviu Angka 

Dasar dan 

Kerangka 

Pengeluaran 

Jangka 

Menengah 

(KPJM)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1)  UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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No

Jenis

Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

KEASISTENAN UTAMA PENGADUAN MASYARAKAT

1. Isian  formulir

penerimaan

laporan  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya  berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat  (2)  Kewajiban  menjaga

kerahasiaansebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak gugur setelah Ombudsman

berhenti  atau  diberhentikan  dari

jabatannya.

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

2. Isian  Tanda

terima  laporan

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU  14  Tahun  2008  tentang

KeterbukaanInformasi Publik 

Pasal 17

huruf   jinformasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

3. Isian  Formulir

Penerimaan

Laporan  Melalui

Telepon/Call

Center 137

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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4. Dokumen  dan

data dari pelapor

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya, dalam

bentuk salinan)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

5. Isian  formulir

verifikasi  syarat

formil laporan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

6. Surat

Permintaan

Kelengkapan

Data  dan

Dokumen

Laporan  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

7. Surat

Pemberitahuan

Pelapor  adalah

Lembaga/Instan

si  Pemerintah

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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8. Surat

Pemberitahuan

Laporan  Tidak

Dapat

Ditindaklanjuti/

Notification Letter

of  Unqualified

Complainant

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 130 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

9. Berita  Acara

Penutupan

Laporan

Masyarakat

Tidak  Memenuhi

Syarat Formil

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

10. Ringkasan  hasil

verifikasi materiil

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

11. Daftar  laporan

masyarakat hasil

verifikasi  syarat

materiil

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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12. Berita  Acara

Rapat

Pleno/Rapat

Perwakilan

Pembahasan

Hasil  Verifikasi

Syarat  Materiil

Laporan

Masyarakat

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsmvan dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 135 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

13. Surat

Pemberitahuan

Penugasan

Laporan  ke

Kantor

Perwakilan

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya) 

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

14. Nota  Dinas

Penugasan

Penyelesaian

Laporan  ke

Perwakilan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

15. Surat

Pemberitahuan

Penyerahan

Laporan  ke

Kantor  Pusat

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 138 -

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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16. Nota  Dinas

penyerahan

laporan  ke

Kantor Pusat

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

17. Surat

Pemberitahuan

Penyerahan

Laporan  ke

Kantor

Perwakilan

Provinsi  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

18. Nota  Dinas

penyerahan

laporan  ke

Kantor

Perwakilan

Provinsi lain

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

19. Nomor  Agenda

Laporan  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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20. Surat

Pemberitahuan

Laporan  Sedang

Ditindaklanjuti

oleh

Ombudsman  RI

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

21. Surat

Pemberitahu-an

Laporan  Telah

Ditindak-lanjuti

oleh

Ombudsman  RI

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

22. Surat

Pemberitahuan

Substansi

Laporan  Bukan

Wewenang

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

23. Surat

Pemberitahuan

Substansi

Laporan

Sedang/Telah

Menjadi  Objek

Pemeriksaan

Pengadilan

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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24. Berita  Acara

Penutupan

Laporan

Masyarakat

Tidak  Memenuhi

Syarat Materiil

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

25. Status  Tindak

Lanjut  Laporan

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

26. Surat

Pemberitahuan

Laporan  sedang

dalam  proses

penyelesaian

Instansi  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

27. Surat

Pemberitahuan

Pelapor  belum

menyampaikan

keberatan

kepada  Terlapor

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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28. Surat

Pemberitahuan

Pelapor  bukan

korban  langsung

atau  kuasa

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai  jadwal

retensi arsip



- 155 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

29. Surat

Pemberitahuan

substansi

laporan  lewat

dari  2  tahun

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

30. Surat

Pemberitahuan

substansi

laporan  bukan

wewenang  dan

menjadi  objek

pemeriksaan

pengadilan

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

31. Surat

Pemberitahuan

terlapor  bukan

wewenang

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

32. Isian  Formulir

konsultasi

pelayanan publik

(kecuali  kepada

Pelapor  dan

Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

33. Nomor  Arsip

Laporan Pelapor

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

berdasarkan

Undang-

Undang

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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34. Nomor  Token

Laporan  (kecuali

kepada  Pelapor

dan Kuasanya)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

35. Formulir

Klasifikasi

Laporan

Masyarakat  dan

isiannya

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai  jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).
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No

Jenis Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi
Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka Waktu

KEASISTENAN UTAMA SUBSTANSI I-VII

1 Surat 

Dimulainya 

Pemeriksaan 

(kepada pelapor)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur  dalam pasal  17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, dan

huruf  j  dipidana  dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 165 -

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

2 Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

Dokumen

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

3 Surat 

Permintaan Data

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

4 Permintaan

Penjelasan

secara  langsung

(kepada  pelapor,

terlapor  dan

pihak-pihak

terkait

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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penyelesaian

laporan) UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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5 Surat 

Permintaan 

penjelasan/ 

klarifikasi 

tertulis I

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

6 Surat 

Permintaan 

penjelasan/klarif

ikasi tertulis II

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

7 Surat 

Permintaan 

Penjelasaan / 

Klarifikasi 

lanjutan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

8 Berita Acara 

Pemeriksaan/kla

rifikasi langsung

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

9 Berita Acara 

Penolakan 

Pemberian 

Keterangan/Klari

fikasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi 

yang tidak 

boleh 

diungkapkan

berdasarkan 

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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10 Berita Acara 

Penolakan 

Penandatangana

n Berita Acara 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

11 Berita Acara 

Penolakan 

Menandatangani

Berita Acara 

Penolakan 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

12 Berita Acara 

Pengambilan 

Sumpah 

Ahli/Penerjemah

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

13 Berita Acara 

Pengambilan 

Sumpah Saksi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

14 Berita Acara 

Gelar Laporan 

untuk 

pemeriksaan 

lapangan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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15 Kerangka Acuan 

Pemeriksaan 

lapangan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 182 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

16 Kertas Kerja 

Pemeriksaan 

Lapangan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 183 -

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

17 Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

Lapangan 

(Investigasi 

lapangan)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

18 Surat Panggilan I

(pertama)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang. 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

19 Surat Panggilan 

II (kedua)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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20 Surat panggilan 

III (ketiga)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

21 Surat 

Permintaan 

Bantuan 

Penghadiran 

Paksa

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

22 Berita Acara 

Penghadiran 

Paksa

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

23 Berita Acara 

Penolakan 

Penghadiran 

Paksa

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

24 Berita Acara 

Penolakan 

Menandatangani

Berita Acara 

Penolakan 

Penghadiran 

paksa

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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25 Usulan 

Konsiliasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

26 Keputusan 

Penunjukan 

Konsiliator

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

27 Berita Acara 

Konsiliasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

28 Surat Monitoring

Konsiliasi

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

29 Penyampaian 

Perkembangan 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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30 Laporan Akhir 

Hasil 

Pemeriksaan 

(LAHP)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

31 Surat Undangan 

Penyerahan 

LAHP (kepada 

Terlapor 

ditemukan 

maladministrasi)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

32 Surat Pengantar 

Penyampaian 

LAHP (kepada 

Terlapor 

ditemukan 

maladministrasi)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

33 Surat 

Pemberitahuan 

Perkembangan 

Laporan yang 

telah terbit LAHP

(kepada Terlapor)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

34 Surat Monitoring

LAHP 

(monitoring 

dalam bentuk 

surat tertulis)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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35 Surat Monitoring

LAHP 

(monitoring 

melalui 

pertemuan)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

36 Nota Dinas 

Pengantar 

Penyerahan 

Laporan kepada 

Tim Resmon

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

37 Surat 

Penghentian 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

38 Surat Penutupan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

39 Surat 

Permintaan 

Tanggapan 

kepada Pelapor 

sebelum 

Diterbitkannya 

Laporan Akhir 

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Hasil 

Pemeriksaan UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Undang memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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40 Dokumen yang 

diperoleh 

Ombudsman RI 

pada saat proses

pemeriksaan 

baik dari 

Pelapor, Terlapor

ataupun pihak 

terkait 

(Termasuk 

rekaman suara, 

video dan foto)

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang: 

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

41 Tanggapan dari 

Pelapor sebelum 

Diterbitkannya 

Laporan Akhir 

Hasil 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

juta rupiah).

42 Notulensi terkait 

Pemeriksaan

UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik 

Pasal 17

huruf   j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  Undang-

Undang.

UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia

Pasal 3

Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas

dan wewenangnya berasaskan  huruf  h

kerahasiaan.

Informasi

yang  tidak

boleh

diungkapkan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pasal  54  Ayat  (1) UU  No.14

Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan

sengaja  dan  tanpa  hak

mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau

memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,

dan huruf j dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan,

kecuali demi kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00  (sepuluh

juta rupiah).
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D. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 4 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl.HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, 12920

Telp. (021) 2251 3737, Faks. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 4 TAHUN 2021

Pada hari ini,  Jumat tanggal  Delapan Belas bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu melalui melalui  video conference

telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:
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No

Jenis

Klasifikasi

Informasi yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka Waktu

Dibuka Ditutup

KANTOR PERWAKILAN

1. Isian Formulir 

penerimaan 

laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana
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diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Isian Tanda 

terima laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan
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informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Isian Formulir 

Penerimaan 

Laporan Melalui 

Telepon/Call 

Center 137

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana
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diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dokumen dan 

data pendukung 

dari pelapor 

sebagai lampiran

formulir laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

apabila 

dibuka maka

dapat 

mengungkap 

informasi 

terkait 

rahasia 

pribadi

Akan melindungi informasi 

terkait rahasia pribadi

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Isian Formulir 

verifikasi syarat 

formil laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Surat 

Permintaan 

Upaya dan 

Kelengkapan 

Data

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Surat 

Permintaan 

Kelengkapan 

Data dan 

Dokumen 

Laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,



- 232 -

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Surat 

Pemberitahuan 

Pelapor adalah 

Lembaga/Instan

si Pemerintahan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Surat 

Permintaan 

Laporan Tidak 

Dapat 

Ditindaklanjuti/ 

Notification 

Letter of 

Unqualified 

Complainant

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Ringkasan  hasil 

verifikasi materiil

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Daftar laporan 

masyarakat hasil

verifikasi syarat 

materiil

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 239 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

12. Berita Acara 

Rapat 

Pleno/Rapat 

Perwakilan 

Pembahasan 

Hasil Verifikasi 

Syarat Materiil 

Laporan 

Masyarakat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Surat 

Pemberitahuan 

Penugasan 

Laporan ke 

Kantor 

Perwakilan 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

14. Nota Dinas 

Penugasan 

Penyelesaian 

Laporan ke 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan
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informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Berita Acara 

Penugasan 

Penyelesaian 

Laporan 

Masyarakat 

Kepada 

Perwakilan 

Ombudsman RI

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.
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Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Surat 

Pemberitahuan 

Penyerahan 

Laporan ke 

Kantor Pusat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,
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kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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17. Surat Pengantar 

Penyerahan 

Penyelesaian 

Laporan 

Masyarakat ke 

Kantor Pusat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Surat 

Pemberitahuan 

Penyerahan 

Laporan ke 

Kantor 

Perwakilan 

Provinsi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan
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informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Surat Pengantar 

Penyerahan 

Laporan 

Masyarakat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. Nomor Registrasi

dan Nomor 

Token Laporan 

Masyarakat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

jika dibuka 

dapat 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

jika ditutup dapat melindungi 

proses penegalkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

21. Surat 

Pemberitahuan 

Laporan 

Sedang/Telah 

Ditindaklanjuti 

oleh 

Ombudsman RI

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

jika dibuka 

dapat 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

jika ditutup dapat melindungi 

proses penegalkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

22. Surat 

Pemberitahuan 

Substansi 

Laporan Bukan 

Wewenang

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

jika dibuka 

dapat 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

jika ditutup dapat melindungi 

proses penegalkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

23. Surat 

Pemberitahuan 

Substansi 

Laporan 

Sedang/Telah 

Menjadi Objek 

Pemeriksaan 

Pengadilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

jika dibuka 

dapat 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

jika ditutup dapat melindungi 

proses penegalkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

24. Status Tindak 

Lanjut Laporan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

25. Berita acara 

penyerahan 

laporan 

masyarakat dari 

perwakilan 

Ombudsman RI 

kepada 

perwakilan 

Ombudsman RI

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

26. Surat 

Dimulainya 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
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tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

27. Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

Dokumen

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan
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pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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28. Surat 

Permintaan Data

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

29. Permintaan 

Penjelasan 

secara langsung

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 277 -

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

30. Surat 

Permintaan 

penjelasan/klarif

ikasi tertulis I

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 280 -

31. Surat 

Permintaan 

penjelasan/klarif

ikasi tertulis II

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 282 -

32. Surat 

Permintaan 

Penjelasaan 

lanjutan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

33. Berita Acara 

Pemeriksaan/ 

Klarifikasi 

langsung

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

34. BA Penolakan 

Pemberian 

Keterangan/Klari

fikasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

35. BA Penolakan 

Penandatangana

n BA 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak



- 290 -

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

36. Berita Acara 

Penolakan 

Menandatangani

Berita Acara 

Penolakan 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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37. Berita Acara 

Pengambilan 

Sumpah 

Ahli/Penerjemah

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

38. Berita Acara 

Pengambilan 

Sumpah Saksi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 296 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

39. Berita Acara 

Gelar Laporan 

untuk 

pemeriksaan 

lapangan setelah

kedua

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 298 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

40. Kerangka Acuan 

Pemeriksaan 

lapangan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 300 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

41. Kertas Kerja 

Pemeriksaan 

Lapangan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 302 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

42. Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

Lapangan 

(Investigasi 

lapangan)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 304 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

43. Surat Panggilan I

(pertama)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 305 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 306 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

44. Surat Panggilan 

II (kedua)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 307 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 308 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

45. Surat panggilan 

III (ketiga)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 309 -

 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 310 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

46. Surat 

Permintaan 

Bantuan 

Penghadiran 

Paksa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 312 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

47. Berita Acara 

Penghadiran 

Paksa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 314 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

48. Berita Acara 

Penolakan 

Penghadiran 

Paksa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 315 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 316 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

49. Berita Acara 

Penolakan 

Menandatangani

Berita Acara 

Penolakan 

Penghadiran 

paksa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 317 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 318 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

50. Usulan 

Konsiliasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 319 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 320 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

51. Berita Acara 

Konsiliasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 321 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 322 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

52. Surat Monitoring

Konsiliasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

53. Penyampaian 

Perkembangan 

Pemeriksaan 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 326 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

54. Laporan Akhir 

Hasil 

Pemeriksaan 

(LAHP)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 328 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

55. Surat Pengantar 

Penyampaian 

LAHP (kepada 

Terlapor 

ditemukan 

maladministrasi)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 330 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

56. Surat 

Pemberitahuan 

Perkembangan 

Laporan yang 

telah terbit LAHP

(kepada Terlapor)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 332 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

57. Surat Monitoring

LAHP 

(monitoring 

dalam bentuk 

surat tertulis)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 334 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

58. Surat Monitoring

LAHP 

(monitoring 

melalui 

pertemuan)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 336 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

59. Nota Dinas 

Pengantar 

Penyerahan 

Laporan kepada 

Tim Resmon

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 337 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 338 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

60. Surat 

Penghentian 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 340 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

61. Data Elektronik 

Pemeriksaan 

berupa 

dokumentasi 

investigasi 

(rekaman video 

dan suara serta 

foto)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 341 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 342 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

62. Nota Dinas 

Penyampaian 

LAHP ke 

Resolusi dan 

Monitoring

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip



- 343 -

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 344 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

63. Dokumen 

Penanganan 

Agenda Laporan 

melalui 

mekanisme 

Reaksi Cepat 

Ombudsman

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

64. Kerangka Acuan 

Kerja Rapid 

Assesment dan 

Systemic Review

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 348 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

65. Penilaian Kinerja

Pegawai Asisten

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 350 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

66. Penilaian Kinerja

Pegawai ASN

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 352 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

67. Data Surat 

Tugas dan SPD 

(terkait 

pemeriksaan 

laporan 

masyarakat)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 354 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

68. Data Kegiatan 

Rapat Internal

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

69. Formulir 

Penilaian 

Magang 

Mahasiswa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  h  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka dan diberikan   kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  mengungkap

rahasia pribadi;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Akan 

membuka 

identitas 

Pelapor

Akan melindungi identitas 

Pelapor

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 358 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

70. Notula Rapat 

Bedah Laporan 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 360 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

71. Notula Rapat 

Permintaan 

Keterangan 

pihak terlapor, 

pelapor, dan 

pihak terkait

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana



- 362 -

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

72. Dokumen yang 

diperoleh 

Ombudsman RI 

pada saat proses

pemeriksaan, 

baik dari 

pelapor, terlapor 

ataupun pihak 

terkait

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas dan wewenangnya berasaskan huruf

h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Jika dibuka 

dapat 

menghambat 

penegakkan 

hukum

Jika ditutup dapat melindung 

proses penegakkan hukum

Sesuai jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman  dalam  melakukan

pemeriksaan  wajib  menjaga   kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat  (2)  Kewajiban  menjaga  kerahasiaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

gugur  setelah  Ombudsman  berhenti  atau

diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana

diatur  dalam  pasal  17  huruf  a,  huruf  b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan huruf j dipidana dengan pidana penjara

paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  pidana

denda  paling  banyak  Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).



- 364 -

No

Jenis

Klasifikasi

Informasi

yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka

Waktu
Dibuka Ditutup

1. Dokumen 

Inventarisasi 

dalam tahap 

Deteksi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.
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Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Dokumen 

Indentifikasi 

dalam tahap 

Deteksi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.



- 368 -

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Dokumen 

Pemutakhiran 

dalam tahap 

Deteksi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 370 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Laporan Hasil 

Deteksi 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Dokumen 

Pengumpulan 

Data dalam 

Tahap Analisis

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 374 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Dokumen 

Telaahaan 

dalam Tahap 

Analisis

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 376 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Dokumen 

Saran 

Perbaikan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 378 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Laporan Hasil 

Analisis 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 380 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Lembar 

Pendapat 

Rancangan 

Laporan Hasil 

Analisis 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 382 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Berita Acara 

Koordinasi 

Tahap Analisis

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 384 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Dokumen 

Penyampaian 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 386 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

12. Dokumen 

Monitoring 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 388 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Notulensi 

Pembahasan 

Rencana 

Tindak Lanjut 

Perlakuan 

Pelaksanaan 

Saran 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

14. Rencana 

Tindak Lanjut 

Perlakuan 

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 392 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Berita Acara 

Pertemuan 

Kegiatan 

Monitoring 

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 394 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Laporan 

Kegiatan 

Monitoring 

Perlakuan 

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

17. Berita Acara 

Pertemuan 

Kegiatan 

Pendampingan

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Laporan 

Kegiatan 

Pendampingan

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Rencana 

Tindak Lanjut 

Publikasi 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. Laporan Hasil 

Perlakuan 

Pelaksanaan 

Saran

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008



- 404 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

21. Daftar 

Layanan 

Pemerintah 

Daerah, 

Kementerian 

dan Lembaga

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai 

jadwal 

retensi arsip



- 405 -

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.



- 406 -

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

22. Rencana 

Kegiatan 

Penilaian 

Kepatuhan 

Pusat dan 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.



- 408 -

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

23. Laporan 

Kegiatan 

Lokakarya 

Awal dengan 

Pusat dan 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 409 -

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 410 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

24. Laporan 

Kegiatan 

Pendampingan

Kementerian 

dan Lembaga

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)



- 412 -

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

25. Laporan 

Kegiatan 

Kontrol 

Kualitas

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 414 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

26. Laporan Hasil 

Kegiatan 

Pengambilan 

Data Penilaian

Kepatuhan 

Pusat dan 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 416 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

27. Laporan 

Kegiatan 

Lokakarya 

Akhir dengan 

Pusat dan 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 418 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

28. Laporan Hasil 

Penilaian 

Kepatuhan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 420 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

29. Rencana 

Kegiatan 

Penilaian 

Persepsi 

Maladministra

-si yang 

Dilaksanakan 

oleh 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Perwakilan diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 422 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

30. Laporan 

Kegiatan 

Lokakarya 

Awal dengan 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 424 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

31. Laporan 

Penyusunan 

Artikel/Info 

Singkat

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 426 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

32. Laporan Hasil 

Penelaahan 

Pengetahuan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 427 -

Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 428 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

33. Daftar Inovasi UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 430 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

34. Laporan 

Penciptaan 

dan 

Pengembangan

Inovasi 

(Terbatas)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  i  memorandum  atau  surat-surat

antar  Badan  Publik  atau  intra  Badan

Publik,  yang  menurut  sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Akan

menghambat

proses

penegakkan

hukum

Akan  melindungi  proses

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 431 -

Informasi atau pengadilan;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti



- 432 -

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

No

Jenis

Klasifikasi

Informasi

yang

Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/

Pertimbangan bagi Publik
Jangka

Waktu
Dibuka Ditutup

KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING
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1. Surat/Nota 

Dinas 

Penyerahan 

Laporan dari 

Unit 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang:

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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2. Kertas Kerja 

Hasil Telaah 

Pengelolaan 

LAHP (Isian 

dan Dokumen)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Permintaan 

Kelengkapan 

dokumen 

kepada Unit 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pemeriksaan 

(berupa nodin,

surat atau 

email)

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

hukum
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Surat 

Undangan 

Koordinasi 

Pendahuluan 

pada tahap 

Resolusi dan 

Monitoring 

kepada Unit 

Pemeriksaan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
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dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Berita Acara 

Koordinasi 

pada tahap 

Resolusi dan 

Monitoring 

dengan Unit 

Pemeriksa

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan
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pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Laporan 

Kegiatan 

Permintaan 

Keterangan/ 

Lapangan 

(Tahap 

Resolusi)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Berita 

Acara/Notula 

Permintaan 

Keterangan 

Tahap 

Resolusi dan 

Monitoring 

dengan 

Terlapor atau 

pihak terkait 

lainnya

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Berita Acara 

Rapat 

Pembahasan 

Pengelolaan 

LAHP

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf

i,  dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama 2  (dua)  tahun dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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9. Telaah 

Rencana 

Tindak Lanjut 

Laporan 

(Mediasi/Konsi

liasi)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 449 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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10. Rencana 

Pelaksanaan 

Mediasi 

(RPM)/Rencan

a Pelaksanaan 

Konsiliasi 

(RPK) - Kecuali

kepada 

pelapor, 

terlapor atau 

pihak terkait 

lainnya

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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11. Surat 

Undangan 

Pelaksanaan 

Mediasi/Konsil

iasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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12. Surat 

Keputusan 

Penugasan 

Mediator / 

Konsiliator 

(Kecuali 

kepada 

pelapor, 

terlapor dan 

pihak terkait)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh

dan/atau  memberikan  informasi  yang

dikecualikan  sebagaimana  diatur  dalam

pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,

huruf  g,  huruf  h,  huruf  i,  dan  huruf  j

dipidana dengan pidana penjara paling lama

2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  paling

banyak  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta

rupiah).
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13. Berita Acara 

Pra-Mediasi 

(BAPM)/ Berita

Acara Pra-

Konsiliasi 

(BAPK) – 

Kecuali 

kepada 

pelapor, 

terlapor atau 

pihak terkait 

lainnya

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

14. Surat Kuasa 

Mediasi/Konsil

iasi (Kecuali 

kepada 

pelapor, 

terlapor atau 

pihak terkait 

lainnya)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf

i,  dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama 2  (dua)  tahun dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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15. Berita Acara 

Kesepakatan 

hasil 

Mediasi/Konsil

iasi (kecuali 

kepada 

pelapor, 

terlapor dan 

pihak terkait)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Laporan 

Pelaksanaan 

Mediasi/Konsil

iasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

17. Surat 

Pelaksanaan 

Monitoring 

Mediasi/Konsil

iasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Laporan Hasil 

Monitoring 

Kesepakatan 

Mediasi/Konsil

iasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana
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penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Rencana 

Pelaksanaan 

Ajudikasi 

Khusus (RPAK)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. SK/ST 

Pelaksanaan 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 471 -

21. Surat 

Undangan 

Pelaksanaan 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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22. Surat Kuasa 

Mewakili 

Proses 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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23. Putusan 

Ajudikasi 

Khusus 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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24. Laporan 

Pelaksanaan 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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25. Surat 

Pelaksanaan 

Monitoring 

Putusan 

Ajudikasi 

Khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 481 -

26. Laporan hasil 

monitoring 

pelaksanaan 

Putusan 

Ajudikasi 

khusus

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 482 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 483 -

27. Pemberitahu-

an Dimulainya

Penyusunan 

Rekomendasi 

(Dalam Bentuk

Nota Dinas)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal  3 Ombudsman     dalam

menjalankan    tugas    dan wewenangnya

berasaskan (h) kerahasiaan. 

Pasal  24  Ayat  (2)  Dalam  keadaan

tertentu,  nama  dan  identitas  Pelapor

dapat dirahasiakan. 

Pasal 30 

Ayat  (1) Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali  demi  kepentingan umum. 

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 484 -

Ayat (2)

Kewajiban  menjaga  kerahasiaan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

UU  No.14  Tahun  2008 tentang

Keterbukaan  Informasi  Publik  Pasal  54

Ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja

dan  tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam  pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 485 -

28. Permohonan 

Reviu atas 

Rekomendasi 

kepada 

Pimpinan 

(dalam bentuk 

Nota Dinas)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 486 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 487 -

29. Lembar Reviu 

Pimpinan atas 

Draf 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 488 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 489 -

30. Permintaan 

Reviu atas 

Rekomendasi 

kepada Unit 

Manajemen 

Mutu

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 490 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 491 -

31. Lembar Reviu 

Unit 

Manajemen 

Mutu atas 

Draf Awal 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 492 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 493 -

32. Pengusulan 

Rapat Pleno 

Persetujuan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 494 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 495 -

33. Keputusan 

Rapat Pleno 

Persetujuan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 496 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 497 -

34. Penyampaian 

Konsep Final 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 498 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 499 -

35. Ringkasan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 500 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 501 -

36. Permohonan 

Penandatanga-

nan 

Rekomendasi 

dan Ringkasan

Rekomendasi 

(Dalam bentuk

Nota Dinas)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 502 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 503 -

37. Surat 

Pendaftaran 

Rekomendasi 

pada Berita 

Negara RI

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 504 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 505 -

38. Surat 

Kunjungan/Pe

meriksaan 

Lapangan 

Tahap 

Penyusunan/

Monitoring 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 506 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 507 -

39. Berita Acara 

Permintaan 

Keterangan 

Ahli 

(Narasumber) 

Tahap 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 508 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 509 -

40. Berita Acara 

Penyampaian 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 510 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 511 -

41. Lembar 

Pelaporan 

Pelaksanaan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 512 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 513 -

42. Surat 

Penyampaian 

Rekomendasi 

Ombudsman

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 514 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 515 -

43. Surat 

Penugasan 

Monitoring 

Rekomendasi 

kepada 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 516 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 517 -

44. Surat 

Penyampaian 

Hasil 

Monitoring 

Rekomendasi 

dari 

Perwakilan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 518 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 519 -

45. Lembar Kerja 

Informasi 

Pelaksanaan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 520 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 521 -

46. Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

Lapangan 

Dalam Rangka

Monitoring 

Pelaksanaan 

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 522 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 523 -

47. Surat 

Permintaan 

Keterangan 

Monitoring 

Pelaksanaan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 524 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 525 -

48. Surat 

Kunjungan 

Tahap 

Monitoring 

Pelaksanaan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 526 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 527 -

49. Berita 

Acara/Notula 

Permintaan 

Keterangan 

Monitoring 

Pelaksanaan 

Rekomendasi

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip



- 528 -

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- 529 -

50. Laporan Akhir 

Hasil 

Monitoring 

(LAHM) 

Pelaksanaan 

Rekomendasi 

Ombudsman 

yang berisikan

data pribadi 

Pelapor/Pihak 

Terkait atau 

terdapat 

Permintaan 

dirahasiakan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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51. Bahan 

Publikasi 

mengenai 

Terlapor dan 

Atasan 

Terlapor

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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52. Permintaan 

Pelaksanaan 

Publikasi 

(Nodin)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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53. Surat 

Pelaporan 

Presiden/DPR,

Publikasi dan 

Usulan Sanksi

(Kecuali 

kepada 

pelapor, 

terlapor and 

pihak terkait 

lainnya)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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54. Memorandum/

Nota Dinas 

Kepala 

Keasistenan 

Utama 

Resolusi dan 

Monitoring 

(Terkait 

Penyelesaian 

Laporan Tahap

Resolusi)

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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55. Foto/Video/

Rekaman 

Suara dalam 

tahap Resolusi

dan 

Monitoring

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  a  Informasi  Publik  yang  apabila

dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon

Informasi  Publik  dapat  menghambat

proses penegakan hukum;

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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56. Surat 

undangan 

permintaan 

keterangan 

tahap Resolusi

dan 

Monitoring 

kepada 

terlapor, 

pelapor atau 

pihak terkait 

lainnya

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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57. Surat Instansi 

Terlapor dan 

Pihak terkait 

lainnya berupa

tanggapan, 

Pelaksanaan 

Hasil 

Kesepakatan

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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58. Surat 

Pemberitahu-

an Penutupan 

Laporan Tahap

Resolusi dan 

Monitoring

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan.

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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59. Berita Acara 

Penutupan 

Laporan Tahap

Tahap 

Resolusi dan 

Monitoring

UU  No.  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17

huruf  j  informasi  yang  tidak  boleh

diungkapkan  berdasarkan  undang-

undang.

UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 3

Ombudsman     dalam     menjalankan

tugas  dan  wewenangnya  berasaskan

huruf h kerahasiaan. 

Pasal 24 Ayat (2)

Dalam  keadaan  tertentu,  nama  dan

identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

Pasal 30

Ayat  (1)  Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan wajib menjaga  kerahasiaan,

kecuali demi  kepentingan umum.

Akan 

menghambat 

proses 

penegakkan 

hukum

Akan melindungi proses 

penegakkan hukum

Sesuai

jadwal

retensi arsip
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Ayat (2)  Kewajiban menjaga kerahasiaan

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

tidak gugur setelah Ombudsman berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 54 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan

tanpa  hak  mengakses  dan/atau

memperoleh  dan/atau  memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana

penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan

pidana  denda  paling  banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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E. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 5 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl.HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, 12920

Telp. (021) 2251 3737, Faks. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 5 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan enam tahun dua ribu dua puluh satu melalui melalui video conference

telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:



- 551 -

No
Jenis Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan
Dasar Hukum

Pengecualian Informasi
Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik

Jangka Waktu
Dibuka Ditutup

KANTOR PERWAKILAN
1 Berita Acara Penutupan 

Laporan Masyarakat Tidak 
Memenuhi Syarat Formil

UU  No. 14  Tahun  2008
tentang  Keterbukaan
Informasi  Publik pasal  17
huruf j informasi yang tidak
boleh  diungkapkan
berdasarkan  undang-
undang:

- UU  Nomor  37  Tahun
2008  tentang
Ombudsman  Republik
Indonesia  Pasal  3
Ombudsman     dalam
menjalankan     tugas
dan  wewenangnya
berasaskan  huruf  h
kerahasiaan. 
Pasal  24 ayat 2 Dalam
keadaan  tertentu,  nama
dan  identitas Pelapor
dapat dirahasiakan.

Pasal 30 ayat 1 
Ombudsman dalam 
melakukan pemeriksaan 
wajib menjaga  kerahasiaan,
kecuali demi  kepentingan 
umum.

Informasi yang 
tidak boleh 
diungkapkan 
berdasarkan 
Undang-Undang

UU No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Pasal 
54 Ayat 1 Setiap Orang
yang dengan sengaja 
dan tanpa hak 
mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau 
memberikan informasi 
yang dikecualikan 
sebagaimana diatur 
dalam  pasal 17 huruf 
a, huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf g, huruf 
h, huruf i, dan huruf j 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan pidana denda 
paling banyak 
Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).

Sesuai jadwal retensi
arsip

2 Berita Acara Penutupan 
Laporan Masyarakat Tidak 
Memenuhi Syarat Materiil

UU  No. 14  Tahun  2008
tentang  Keterbukaan
Informasi  Publik pasal  17

Informasi yang 
tidak boleh 
diungkapkan 

UU No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Pasal 

Sesuai jadwal retensi
arsip
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huruf j informasi yang tidak
boleh  diungkapkan
berdasarkan  undang-
undang:

- UU  Nomor  37  Tahun
2008  tentang
Ombudsman  Republik
Indonesia  Pasal  3
Ombudsman     dalam
menjalankan     tugas
dan  wewenangnya
berasaskan  huruf  h
kerahasiaan. 
Pasal  24 ayat 2 Dalam
keadaan  tertentu,  nama
dan  identitas Pelapor
dapat dirahasiakan.

Pasal 30 ayat 1 
Ombudsman dalam 
melakukan pemeriksaan 
wajib menjaga  kerahasiaan,
kecuali demi  kepentingan 
umum.

berdasarkan 
Undang-Undang

54 Ayat 1 Setiap Orang
yang dengan sengaja 
dan tanpa hak 
mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau 
memberikan informasi 
yang dikecualikan 
sebagaimana diatur 
dalam  pasal 17 huruf 
a, huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf g, huruf 
h, huruf i, dan huruf j 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan pidana denda 
paling banyak 
Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).

3 Surat Undangan Penyerahan 
LAHP (kepada Terlapor 
ditemukan maladministrasi)

UU  No. 14  Tahun  2008
tentang  Keterbukaan
Informasi  Publik pasal  17
huruf j informasi yang tidak
boleh  diungkapkan
berdasarkan  undang-
undang:

- UU  Nomor  37  Tahun
2008  tentang

Informasi yang 
tidak boleh 
diungkapkan 
berdasarkan 
Undang-Undang

UU No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Pasal 
54 Ayat 1 Setiap Orang
yang dengan sengaja 
dan tanpa hak 
mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau 
memberikan informasi 

Sesuai jadwal retensi
arsip
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Ombudsman  Republik
Indonesia  Pasal  3
Ombudsman     dalam
menjalankan     tugas
dan  wewenangnya
berasaskan  huruf  h
kerahasiaan. 
Pasal  24 ayat 2 Dalam
keadaan  tertentu,  nama
dan  identitas Pelapor
dapat dirahasiakan.

Pasal 30 ayat 1 
Ombudsman dalam 
melakukan pemeriksaan 
wajib menjaga  kerahasiaan,
kecuali demi  kepentingan 
umum.

yang dikecualikan 
sebagaimana diatur 
dalam  pasal 17 huruf 
a, huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf g, huruf 
h, huruf i, dan huruf j 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan pidana denda 
paling banyak 
Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).

4 Surat Penutupan UU  No. 14  Tahun  2008
tentang  Keterbukaan
Informasi  Publik pasal  17
huruf j informasi yang tidak
boleh  diungkapkan
berdasarkan  undang-
undang:

- UU  Nomor  37  Tahun
2008  tentang
Ombudsman  Republik
Indonesia  Pasal  3
Ombudsman     dalam
menjalankan     tugas
dan  wewenangnya
berasaskan  huruf  h

Informasi yang 
tidak boleh 
diungkapkan 
berdasarkan 
Undang-Undang

UU No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Pasal 
54 Ayat 1 Setiap Orang
yang dengan sengaja 
dan tanpa hak 
mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau 
memberikan informasi 
yang dikecualikan 
sebagaimana diatur 
dalam  pasal 17 huruf 
a, huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf g, huruf 
h, huruf i, dan huruf j 
dipidana dengan 

Sesuai jadwal retensi
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kerahasiaan. 
Pasal  24 ayat 2 Dalam
keadaan  tertentu,  nama
dan  identitas Pelapor
dapat dirahasiakan.

Pasal 30 ayat 1 
Ombudsman dalam 
melakukan pemeriksaan 
wajib menjaga  kerahasiaan,
kecuali demi  kepentingan 
umum.

pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
dan pidana denda 
paling banyak 
Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).
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KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MOKHAMMAD NAJIH 
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